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ABSTRACT

Consignment in land acquisition is a legal mechanism in which compensation is
deposited in a district court when entitled parties reject the form and/or amount of
compensation. Normatively, this mechanism aims to provide certainty in compensation
settlement while ensuring the continuity of development for public interest. However, in
practice, consignment often creates problems because it is not fully understood by entitled

parties.

This study aims to examine the understanding of entitled parties who rejected
consignment in land acquisition for the construction of the 500 kV SUTET Circuit 2
Ampel-Pedan in Kemiri Subdistrict, Mojosongo District, Boyolali Regency. This research
employed a descriptive qualitative method, with data obtained through interviews,

observation, and document studies.

The results show that consignment is understood more as a consequence of rejecting
compensation value than as a legal mechanism. The limited understanding is influenced by
delayed information, less dialogical communication, limited written information, lack of
involvement of entitled parties in the valuation process, and perceptions of unfair
compensation. This condition has led to rejection, reduced trust in land acquisition
implementers, and disrupted the continuity of development. Therefore, systematic

socialization, transparency in valuation, and more participatory dialogue are needed.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur energi listrik merupakan salah satu prioritas strategis
nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Listrik yang tersalurkan menjadi
dorongan bagi sektor industri, perdagangan, dan jasa karena juga berkontribusi dalam
peningkatan kondisi kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan..
Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060, pemerintah
menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk
penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik bertegangan tinggi seperti Saluran
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV guna memastikan stabilitas pasokan
listrik di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
2020).

Salah satu proyek strategis dalam rangka pencapaian target tersebut adalah
pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel — Pedan yang melintasi beberapa
wilayah di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Boyolali. Proyek
pembangunan ini membutuhkan pengadaan tanah, baik untuk lokasi tapak tower
maupun jalur bebas hambatan listrik atau Right of Way (ROW). Dalam
pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak hanya berkaitan
dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti
kerugian yang layak dan adil sebagaimana diatur dalam Undang — Undang No. 2
Tahun 2012. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya, yang mengatur secara lebih
rinci mengenai tata cara dan tahapan pengadaan tanah.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah sering kali menghadapi berbagai
kendala, terutama pada tahap penentuan bentuk dan besaran ganti kerugian. Salah satu
hambatan yang kerap muncul adalah adanya perbedaan pandangan antara pemilik
tanah dan instansi yang memerlukan tanah mengenai nilai ganti kerugian yang
ditawarkan. Ketidaksepakatan tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan
proyek. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian
dilakukan melalui mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti kerugian di

pengadilan negeri setempat.. Secara normatif, mekanisme konsinyasi diatur untuk



menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian
sengketa ganti rugi yang berkepanjangan (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam hal uang
ganti rugi telah dititipkan di pengadilan namun pihak yang berhak masih menguasai
obyek bidang tanah maka instansi yang memerlukan tanah dapat bermohon ke
Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongan tanah tersebut (PP No.19 Tahun 2021
Pasal 98). Mekanisme ini secara normatif dimaksudkan sebagai jalan keluar agar
pembangunan tidak terhambat oleh sengketa ganti rugi. Meskipun demikian,
konsinyasi dalam praktiknya justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru
dikarenakan kesalahpahaman pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan
tanah dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak yang berhak terhadap konsinyasi
dalam pengadaan tanah tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterlambatan pencairan dana
konsinyasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum konsinyasi,
hingga ketidakpuasan terhadap nilai ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai dengan
harga pasar atau nilai sentimental tanah (Putra, 2021). Data dari Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, (2023) mencatat bahwa lebih dari 25% proyek transmisi saluran
udara bertegangan tinggi mengalami penundaan pembangunan akibat sengketa lahan,
terutama pada tahap pemberian ganti rugi dan pembebasan lahan.

Kondisi serupa juga ditemukan pada pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2
Ampel —Pedan di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali,
dimana dari total 108 bidang tanah yang direncanakan untuk dibebaskan dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 kV, masih terdapat 2 bidang tanah
di Kelurahan Kemiri yang masih belum memperoleh kesepakatan terkait nilai ganti
kerugian oleh pihak yang berhak. Sehingga, disaat akan dilakukan pembangunan
terjadi penolakan dan protes dari pihak yang berhak dikarenakan pihak yang berhak
merasa bahwa ganti rugi belum diberikan namun tanah mereka tetap digunakan untuk
pembangunan tapak tower. Pemilik tanah menolak hasil penilaian yang ditetapkan
oleh tim penilai, dengan alasan kurangnya transparansi dalam proses penilaian serta
ketidakpahaman terhadap prosedur konsinyasi yang dilakukan (Wibowo, 2022). Hal
ini memperlihatkan bahwa persoalan pengadaan tanah tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga sosiologis dan komunikatif serta melibatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah, keterlibatan lembaga terkait
seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi yang memerlukan tanah, dan

Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mekanisme



penitipan ganti kerugian dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam
praktiknya, pelaksanaan konsinyasi tidak hanya bergantung pada terpenuhinya
prosedur administratif, tetapi juga pada efektivitas sosialisasi, transparansi informasi,
serta komunikasi kepada pihak yang berhak. Apabila penjelasan mengenai prosedur,
dasar penilaian ganti kerugian, dan akibat hukum konsinyasi belum tersampaikan
secara memadai, maka pihak yang berhak dapat memahami konsinyasi bukan sebagai
mekanisme penyelesaian ganti kerugian, melainkan sebagai bentuk tekanan dalam
proses pengadaan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan
pendampingan kepada masyarakat menjadi bagian penting agar konsinyasi dapat
dipahami sebagai mekanisme hukum yang tetap melindungi hak pihak yang berhak,
bukan semata-mata sebagai tahapan prosedural untuk melanjutkan pembangunan
(Rusli, 2018; Adrianto dkk., 2023 ; Suryaningrum & Imanullah, 2020).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara
regulasi dan praktik di lapangan. Konsinyasi yang dirancang sebagai mekanisme
penyeimbang antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat,
dalam pelaksanaannya justru menimbulkan pemahaman bahwa pemerintah lebih
berpihak pada kepentingan proyek. Hal ini memperkuat urgensi untuk mengkaji secara
mendalam bagaimana pemahaman pihak berhak yang menolak di Kelurahan Kemiri,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terhadap konsinyasi dalam pembangunan
SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel — Pedan di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai
pemahaman pihak berhak yang menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam
pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel - Pedan di Kelurahan Kemiri,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sekaligus memberikan rekomendasi
bagi perbaikan kebijakan agar mekanisme pengadaan tanah benar-benar
mencerminkan prinsip keadilan. Berdasarkan uraiaan tersebut maka peneliti tertarik
melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Pemahaman
Pihak Yang Berhak Dan Menolak Terhadap Konsinyasi Pengadaan Tanah Dalam
Pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel — Pedan ( Studi di Kelurahan

Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali) “.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai
berikut: “ Bagaimana pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi
pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel — Pedan di
Kabupaten Boyolali ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi
pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel - Pedan di
Kabupaten Boyolali.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:
a. Manfaat Teoritis
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan kajian di bidang hukum agraria dan administrasi
pertanahan, khususnya terkait pemahaman konsinyasi dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.
2) Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang
tertarik pada konteks konsinyasi dalam pengadaan tanah.
b. Manfaat Praktis
1) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dan pihak pihak
yang terkait untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam
pelaksanaan konsinyasi.
2) Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pihak yang berhak

dan menolak terhadap konsinyasi dalam proses pengadaan tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman pihak
yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel — Pedan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi pengadaan
tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel-Pedan di Kabupaten
Boyolali masih terbatas dan belum utuh. Konsinyasi lebih dipahami sebagai akibat
dari penolakan nilai ganti kerugian, yaitu penitipan uang di pengadilan, bukan
sebagai mekanisme hukum penyelesaian ganti kerugian yang memiliki prosedur,
tujuan, akibat hukum, serta hak dan kewajiban tertentu. Keterbatasan pemahaman
tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan informasi, komunikasi yang kurang
dialogis, minimnya keterlibatan pihak yang berhak, terbatasnya informasi tertulis,
serta kuatnya nilai emosional dan sosial tanah bagi pemiliknya. Akibatnya,
penolakan terhadap nilai ganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh nominal yang
dianggap rendah, tetapi juga oleh penafsiran bahwa proses pengadaan tanah dan
konsinyasi kurang transparan, kurang adil, dan kurang melibatkan pemilik tanah.
Dengan demikian, konsinyasi yang secara normatif bertujuan memberikan kepastian
penyelesaian ganti kerugian dan menjaga kelancaran pembangunan untuk
kepentingan umum belum sepenuhnya dipahami dan diterima sebagai mekanisme

yang adil oleh pihak yang berhak menolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi instansi yang memerlukan tanah dan pelaksana pengadaan tanah, perlu
dilakukan sosialisasi yang lebih sistematis, jelas, dan berulang kepada pihak
yang berhak, terutama mengenai prosedur konsinyasi, dasar hukum, tujuan,
akibat hukum, serta hak dan kewajiban pihak yang berhak. Sosialisasi tidak
cukup hanya dilakukan dalam bentuk pemberitahuan, tetapi perlu disampaikan
melalui dialog yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bertanya,

menyampaikan keberatan, dan memahami setiap tahapan pengadaan tanah.
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2. Bagi tim penilai atau appraisal, perlu adanya penjelasan yang lebih terbuka
mengenai dasar dan pertimbangan penilaian ganti kerugian. Meskipun nilai
ganti kerugian ditentukan oleh penilai independen, pihak yang berhak tetap
perlu memperoleh penjelasan mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar
penilaian agar hasil penilaian tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak
atau tidak transparan.

3. Bagi aparat kelurahan, perlu memperkuat peran sebagai penghubung antara
masyarakat dan pelaksana pengadaan tanah dengan menyampaikan informasi
secara netral, jelas, dan mudah dipahami. Mengingat aparat kelurahan menjadi
sumber informasi yang paling dekat dengan masyarakat, maka informasi yang
disampaikan sebaiknya tidak hanya terbatas pada akibat penolakan, tetapi juga
mencakup prosedur, tujuan, hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia
bagi pihak yang berhak.

4. Bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah, perlu meningkatkan
pemahaman terhadap mekanisme konsinyasi dan prosedur hukum pengadaan
tanah, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak mengajukan keberatan,
kewajiban melengkapi dokumen, serta akibat hukum apabila ganti kerugian
dititipkan di pengadilan. Pemahaman tersebut penting agar pihak yang berhak
dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan
persepsi atau informasi yang terbatas.

5. Bagi Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji konsinyasi
pengadaan tanah dari sudut pandang yang lebih luas, misalnya dengan
membandingkan beberapa lokasi pengadaan tanah atau melihat efektivitas
sosialisasi konsinyasi terhadap penerimaan masyarakat. Penelitian lanjutan juga
dapat menelaah lebih dalam hubungan antara transparansi penilaian ganti

kerugian, partisipasi masyarakat, dan tingkat penerimaan terhadap konsinyasi.
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